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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Peranan serta kedudukan penting telah dipegang oleh tenaga kerja
sebagai bagian pembangunan nasional. Tenaga kerja pada saat ini sangat
dibutuhkan oleh pemerintah untuk turut serta meningkatkan kualitas dari
tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja juga harus dilindungi baik itu harkat dan
martabatnya sebagai manusia. Tenaga kerja merupakan sumber daya yang
diyakini sebagai salah satu garda terdepan untuk kemajuan ekonomi dan
pertumbuhan suatu negara, dan tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa

faktor produksi?.
Khusus bidang ketenagakerjaan, konstitusi pasal 27 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, menetapkan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya
kebutuhan hidup setiap warga negara stabil dengan penghasilan yang layak.
Hal ini akan tercapai apabila tercipta stabilitas perekonomian dan
pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan kebijakan perluasan lapangan
pekerjaan, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Stabilitas

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga disokong oleh infra struktur dan

! Muhdar Hm, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan kemiskinan di
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iklim investasi yang selalu berhadapan dengan hubungan industrial. 2

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan inti bahwa
setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia tanpa adanya sistem
tebang pilih, terutama dalam sistem hukum. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 ditetapkan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Wujud dari hukum yang dikatakan pasti adalah adanya suatu bentuk
perlindungan atas hak-hak konstitusi tenaga kerja dan kelangsungan usaha
bagi pengusaha sebagaimana diamanatkan UUD NKRI Tahun 1945 adalah
melalui pembentukan undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Era
reformasi, pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan 3 (tiga) undang-
undang untuk mewujudkan peran pemerintah dalam menjamin hak-hak
sosial, ekonomi dan politik pekerja, sekaligus juga memberikan kemudahan
agar dunia usaha berjalan maju dan investor tetap berinvestasi di Indonesia.
Ketiga undang-undang dimaksud adalah UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), dan UU No. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut
UU PPHI). Ketiganya merupakan satu “Paket 3 UU Perburuhan” yang isinya
saling kait mengkait satu sama lain.

UUK lahir dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, dan
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dikatakan merupakan Hukum Perburuhan Materil yang akan mengatur
perihal perbuatan yang wajib untuk dilaksanakan dan apa sanksi yang
ditetapkan. UU PPHI dikatakan juga Hukum Perburuhan Formil yang
memberitahukan tentang bagaimana cara pelaksanaan hukum terhadap para
pihak yang melakukan pelanggaran hukum materil.

Saling keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha, menyebabkan munculnya suatu perbedaan pendapat, bahkan
menimbulkan hubungan yang tidak baik kedepannya. Meskipun dalam
dunia kerja terdapat beberapa hal yang telah diatur dan berlaku bagi para
pihak secara otonom dalam hubungan kerja, bahkan telah ditulis secara
heteronom didalam hukum dunia ketenagakerjaan, perbedaan pendapat
serta perselisihan antara para pihak dalam dunia kerja adalah sesuatu yang
tidak dapat dihindari.

Hubungan yang tidak sehat didalam hubungan industrial dapat
timbul dari beberapa penyebab. Pemutusan hubungan kerja sampai saat ini
masih menjadi hal negatif dan menakutkan pada setiap pekerja, sebab akan
kehilangan nafkah kehidupannya dan keluarganya. Pemutusan hubungan
kerja semata-mata tidak terjadi begitu saja, hanya saja masih terjadi
penyimpangan yang sampai saat ini dilakukan oleh para pihak yang tidak
bertanggung jawab. Meskipun telah ada campur tangan pemerintah dalam
dunia pekerjaan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perselisihan
antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 UUK memberikan perlindungan



kepada pekerja dari segi aspek pidana. Jenis sanksi pidana yang terdapat di
dalam UUK yang meliputi: denda; kurungan dan penjara. Kemudian Pasal
190 UUK juga mengatur tentang sanksi administratif berupa : teguran;
peringatan  tertulis;  pembatasan  usaha;  pembekuan  kegiatan
usaha;pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; pemberhentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pencabutan ijin Pemberian
sanksi tersebut tergantung kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuat
oleh pemberi kerja dan harus dipertanggung jawabkan. Sebelum melakukan
penerimaan pekerja/buruh seorang pengusaha harus memahami ketentuan-
ketentuan di dalam UUK untuk menghindari resiko ke depannya.

Ketentuan pidana dan sanksi administrasi dimaksud di atas harus
dipahami betul oleh pengusaha sebelum menerima dan memperkerjakan
seseorang, karena setiap orang khususnya seorang pekerja telah dilindungi
oleh negara dan memiliki hak mutlak untuk dilindungi dan dibela oleh negara.
Seperti pasal 68 tentang larangan memperkerjakan anak, pasal 90 ayat (1)
tentang larangan memberi upah di bawah upah minimum, pasal 93 ayat (2)
tentang tidak adanya pemberian upah, dan sebagainya.

Telah menjadi kodrat secara mutlak kepada manusia akan selalu
adanya perselisihan antar manusia sebagai mahkluk sosial. Tidak ada satupun
kegiatan di dalam pekerjaan yang tidak menimbulkan perselisihan baik itu
antara pemberi kerja dengan penerima kerja, ataupun antara sesama penerima
kerja tersebut. Hanya saja apabila telah terjadi perselisihan ada baiknya

diselesaikan dengan keputusan yang sama-sama tidak merugikan para pihak



didalam perselisihan.

Pemutusan suatu hubungan kerja dapat dibenarkan secara mutlak
apabila benar telah terjadi perbuatan fatal menyebabkan kerugian dan
kesalahannya tidak dapat lagi diberikan toleransi, terutama ketika pekerja
tersebut sebelumnya telah dikeluarkan disurat peringatan pertama, kedua,
ketiga, hingga surat pemutusan kerja dikeluarkan dimana pekerja tidak juga
ada perubahan. Namun apabila pemutusan hubungan kerja terjadi kepada
pekerja yang tidak ada melakukan kesalahan maka itu dianggap tidak adil dan
melanggar hak-hak dari pekerja.

Ada banyak lagi alasan pemutusan hubungan kerja, adanya pihak
yang merasa tidak lagi mengingkan terikat dalam hubungan kerja, maka
akan menjadi rumit bagi para pihak untuk bersikeras dalam
mempertahankan hubungan baik yang telah dibangun. Dibutuhkan solusi
menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk menentukan bagaimana
proses mengakhiri perselisihan tersebut, sehingga Pengadilan Hubungan
Industrial diharapkan dapat menyelesaikan perkara pemutusan hubungan
kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kerja adalah Pekerja dan
Pengusaha. Pengusaha adalah yang menjalankan perusahaan baik orang
perseorangan atau manusia (natuurlijke persoon), persekutuan berupa Firma
atau CV, dan badan hukum (rechtspersoon) vyaitu Perseroan Terbatas,
Koperasi dan Yayasan. Dengan demikian syarat kecakapan melakukan

perbuatan hukum adalah sesuai ketentuan KUH Perdata, KUH Dagang,



Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan dan
Perundang-undangan tentang Koperasi.

Praktiknya, terdapat pekerja Indonesia (WNI) yang bekerja di Kantor
Perwakilan Negara Asing di Indonesia. Masalahnya Perwakilan Negara
Asing (Kedutaan atau Konsulat) bukan merupakan pengusaha atau
perusahaan menurut pengertian UUK dan UU PPHI sebagaimana ketentuan
Pasal 1 angka 5 dan angka 6 UUK jo. Pasal 1 angka 6 dan angka 7 UU PPHI.
Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja WNI tersebut
apakah kasus ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
dan apakah pekerja WNI dapat memperoleh hak-haknya akibat PHK?.

Di sini terlihat pembentuk undang-undang belum memberikan
jaminan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja warga
negara Indonesia apabila mengalami perselisihan hubungan industrial dengan
lembaga asing. Bila Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja
ini, lalu kemanakah pekerja Indonesia yang bekerja di negaranya sendiri
mencari keadilan. Hal ini menjadi pertanyaan besar.

Penelitian pendahuluan menemukan Putusan Mahkamah Agung RI
No 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 antara Luis F.S.S Pereira, SH (selaku
Pekerja/Penggugat awal/Termohon Kasasi) melawan Kedutaan Besar Brazil
di Jakarta (selaku Pengusaha/Tergugat awal/Pemohon Kasasi). Putusan
tersebut menyatakan Kedutaan Negara Asing adalah Pengusaha, sehingga

menarik untuk diteliti bagaimana pertimbangan Majelis Hakim



menyelesaikan kasus PHK pada perkara tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka adalah hal yang aktual dan
menarik untuk melakukan penelitian bagaimana penyelesaian perselisihan
pemutusan hubungan kerja WNI yang bekerja pada kantor Perwakilan Negara
Asing di Indonesia, dengan judul penelitian skripsi : “Penyelesaian
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja WNI Yang Bekerja Pada
Kantor Perwakilan Negara Asing Di Indonesia (Studi Putusan

Mahkamah Agung RI No 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013)”.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah penlitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Status Perwakilan Negara Asing pada kasus PHK dalam
Putusan MA RI No. 376 K/Pdt.Sus-PHI1/2013?
2. Bagaimana penerapan hukum pada penyelesaian PHK dalam putusan

perkara MA RI No 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan status perwakilan negara asing
pada kasus PHK dalam Putusan MA RI No. 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan hukum penyelesaian
pemutusan hubungan kerja pada kasus putusan perkara MA RI No 376

K/Pdt.Sus-PHI1/2013.



1.4. Manfaat Penulisan
Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis.

Secara teoritis pencapaian dari penelitian ini diharapkan dapat
memberi kontribusi dan menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu
pengetahuan di bidang hukum. Secara spesifik untuk menambah ilmu
pengetahuan perihal hukum Kketenagakerjaan, PHK, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di dalam Pengadilan Industrial.

2. Secara praktis.

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberi masukan untuk
membentuk  peraturan  perundang-undangan  baru  terhadap
permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan Perwakilan
Negara Asing di Indonesia yang mempekerjakan WNI, agar setiap
pekerja WNI merasakan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh
undang-undang.

b. Bagi masyarakat pekerja dan pengusaha, dapat memahami
permasalahan hubungan kerja antara Perwakilan Negara Asing di
Indonesia dengan Pekerja WNI. Diharapkan untuk meminimkan resiko
tidak terpenuhinya apa yang seharusnya diperoleh pekerja yang

disebabkan berakhirnya hubungan kerja oleh pemberi kerja.



c. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis yang akan
berguna untuk kedepannya. Baik itu ilmu pengetahuan tentang hukum

ketenagakerjaan formil dan materil.

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini direncanakan adalah
sebagai berikut.

BAB| : PENDAHULUAN
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Terdiri dari Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.

BAB Ill : METODE PENELITIAN
Terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Metode Analisis Data
dan Jadwal Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN
Terdiri dari Hasil Penelitian, Status Lembaka Perwakilan Negara Asing
Pada Kasus PHK Yang Terdapat Pada Putusan MA RI No. 376
K/Pdt.Sus-PHI/2013 dan Penerapan Penyelesaian Pemutusan Hubungan
Kerja Pada Kasus Putusan Perkara MA RI No. 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.



